
BUPATI SIAK 


PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 0 TAHUN 2018 

TENTANG 


PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PELAYANAN BERSUMBER DARI JASA 
LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI SIAK, 


Menimbang : a. 


bahwa untuk meningkatan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD 
Puskesmas di Kabupaten Siak dalam penyelen gg araan praktik 
bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana 
pendapatan yang bersumber dari jasa layanan BLUD Puskesmas 
di Kabupaten Siak; 


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa 
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di 
Kabupaten Siak; 


Me 


ngingat 


: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8); 

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 68); 



MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA 
PENDAPATAN PELAYANAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI 
KABUPATEN SIAK. 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

:L Daerah adalah Kabupaten Siak. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpim pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah 
Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa Pengadaan Barang dan/atau jasa yang 
di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola 
Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola 
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah 
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah 
sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas 
Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu 
kepada masyarakat. 

10. Puskesmas di Kabupaten Siak adalah gabungan dari unit Puskesmas di 
Kabupaten Siak yang menerapkan PPK-BLUD. 



11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

12. Pimpinan adalah Pimpinan Puskesmas di Kabupaten Siak. 

13. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap 
kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan perorangan. 

14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 

15. Pegawai BLUD adalah PNS maupun Non PNS yang bekeija di Lingkungan 
Puskesmas di Kabupaten Siak. 

16. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau 
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya. 

17. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat 
Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD. 

18. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh 
Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan 
prestasi keija, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, 
dan unsur pertimbangan rasional lainnya. 

BAB II 

PENDAPATAN BLUD 
Pasal 2 


( 1 ) 


( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 


Pendapatan BLUD bersumber dari: 

a. jasa layanan; 

b. hibah; 

c. hasil keijasama dengan pihak lain; 

d. APBD; 

e. APBN; dan 

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa: 

a. layanan UKP; 

b. layanan Data Kesehatan. 

Pendapatan dari hibah berupa: 

a. hibah tidak terikat; 

b. hibah terikat. 

Pendapatan dari hasil keijasama dengan pihak lain berupa: 

a. kerjasama perorangan; 

b. kerjasama institusi. 

Pendapatan dari APBD terdiri dari: 

a. UKP; 

b. UKM. 



(6) Pendapatan dari APBN berupa BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). 

(7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 


BAB III 

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN 


Pasal 3 


Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa layanan berupa layanan UKP dan 
layanan data kesehatan, pemanfaatannya digunakan untuk remunerasi dan biaya 
operasional pelayanan kesehatan. 


Pasal 4 


(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan imbalan kerja 
yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas 
prestasi, pesangon dan/atau pensiun. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jasa layanan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan jasa layanan data kesehatan yang dilakukan oleh 
Pegawai BLUD. 

Pasal 5 


Biaya operasional sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 


a. biaya pelayanan; dan 

b. biaya umum dan administrasi. 


BAB IV 

ALOKASI JASA LAYANAN 

Pasal 6 


Besaran alokasi pemanfaatan dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut: 


a 


Maksimal 60% (enam puluh per seratus) dari jasa layanan dialokasikan untuk 
remunerasi pegawai BLUD. 


b 


Sisa dari jasa layanan dialokasikan untuk operasional pelayanan kesehatan 
Puskesmas. 




BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 7 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


I 

/ 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal (V^ Januari 2018 


BUPATI SIAK 


•¥ 



Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal l£> Januari 2018 


SEKRETARIS DAE 


Drs. H. 

Pembi 
Nip. 1 



KABUPATEN SIAK, 


HAMZAH 

Eama Madya 
)0125 198903 1 004 






